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ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimanakah pemulihan 
lingkungan hidup akibat terjadinya perusakan 
dan pencemaran dan bagaimanakah ganti 
kerugian dan pemulihan lingkungan hidup 
akibat terjadinya perusakan dan pencemaran, 
di mana dengan metode penelitian hukum 
normatif disimpulkan: 1.  Pemulihan lingkungan 
hidup akibat terjadinya perusakan dan 
pencemaran dilakukan melalui pelaksanaan 
kewajiban bagi pihak yang melakukan 
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan 
hidup wajib melakukan pemulihan fungsi 
lingkungan hidup. Pemulihan fungsi lingkungan 
hidup dilakukan dengan tahapan: penghentian 
sumber pencemaran dan pembersihan unsur 
pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi; 
dan/atau cara lain yang sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 2. Ganti kerugian dan pemulihan 
lingkungan hidup akibat terjadinya perusakan 
dan pencemaran dilakukan oleh penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan yang 
melakukan perbuatan melanggar hukum 
berupa pencemaran dan/atau perusakan 
lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian 
pada orang lain atau lingkungan hidup wajib 
membayar ganti rugi dan/atau melakukan 
tindakan tertentu.  
Kata kunci: lingkungan hidup; perusakan; 
pencemaran; 
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Undang-Undang ini juga mendayagunakan 
berbagai ketentuan hukum, baik hukum 
administrasi, hukum perdata, maupun hukum 
pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi 
penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar 
pengadilan dan di dalam pengadilan. 
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Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di 
dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan 
kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, 
ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara 
tersebut diharapkan selain akan menimbulkan 
efek jera juga akan meningkatkan kesadaran 
seluruh pemangku kepentingan tentang betapa 
pentingnya perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup demi kehidupan generasi 
masa kini dan masa depan.5  

 
B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pemulihan lingkungan 
hidup akibat terjadinya perusakan dan 
pencemaran ?  

2. Bagaimanakah ganti kerugian dan 
pemulihan lingkungan hidup akibat 
terjadinya perusakan dan pencemaran?  

 
C. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan untuk penyusunan 
penulisan ini ialah metode penelitian hukum 
normatif.  

 
PEMBAHASAN 
A. Pemulihan Lingkungan Hidup Akibat 

Terjadinya Perusakan Dan Pencemaran 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, mengatur mengenai 
Pemulihan. Pasal 54 ayat: 
(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran 

dan/atau perusakan lingkungan hidup 
wajib melakukan pemulihan fungsi 
lingkungan hidup.  

(2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan tahapan:  
a. penghentian sumber pencemaran dan 

pembersihan unsur pencemar;  
b. remediasi;  
c. rehabilitasi;  
d. restorasi; dan/atau  
e. cara lain yang sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pemulihan fungsi lingkungan hidup 

 
5Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 
2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diatur dalam Peraturan Pemerintah.  

Penjelasan Pasal 54 Ayat (2) Huruf (b) Yang 
dimaksud dengan ”remediasi” adalah upaya 
pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk 
memperbaiki mutu lingkungan hidup. Huruf (c) 
Yang dimaksud dengan ”rehabilitasi” adalah 
upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, 
fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk 
upaya pencegahan kerusakan lahan, 
memberikan perlindungan, dan memperbaiki 
ekosistem. Huruf (d) Yang dimaksud dengan 
”restorasi” adalah upaya pemulihan untuk 
menjadikan lingkungan hidup atau bagian-
bagiannya berfungsi kembali sebagaimana 
semula.  

Pasal 55 ayat: 
(1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib 
menyediakan dana penjaminan untuk 
pemulihan fungsi lingkungan hidup.  

(2) Dana penjaminan disimpan di bank 
pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, 
gubernur, atau bupati/walikota sesuai 
dengan kewenangannya.  

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 
sesuai dengan kewenangannya dapat 
menetapkan pihak ketiga untuk melakukan 
pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan 
menggunakan dana penjaminan.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana 
penjaminan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.  

Pasal 56. Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 sampai dengan Pasal 55 diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.  

Beberapa pendapat para sarjana tentang 
pengertian izin, antara lain yaitu:  

1. Prajudi Atmosudirdjo dalam buku Philipus 
M. Hadjon mengartikan izin ialah beranjak 
dari ketentuan yang pada dasarnya tidak 
melarang suatu perbuatan tetapi untuk 
dapat melakukannya disyaratkan prosedur 
tertentu harus dilalui.6 

2. W.F Prins mendefinisikan izin yaitu biasanya 
yang menjadi persoalan bukan perbuatan 

 
6Philipus M. Hadjon. dkk. Pengantar Hukum Administrasi 
Indonesia, Gadjah Mada Press University Yogyakarta. 
2002. hlm. 143.   

yang berbahaya bagi umum, yang pada 
dasarnya harus dilarang, melainkan 
bermacam-macam usaha yang pada 
hakekatnya tidak berbahaya, tapi berhubung 
dengan satu dan lain sebab dianggap baik 
untuk diawasi oleh administrasi Negara.7 
Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi 

satu berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk diterapkan pada peristiwa 
konkret menurut prosedur dan persyaratan 
tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa 
unsur dalam perizinan yaitu, instrumen yuridis, 
peraturan perundang-undangan, organ 
pemerintah, peristiwa konkret, dan prosedur 
dan persyaratan.8 

Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi 
atau pelepasan/pembebasan dari suatu 
larangan, sedangkan perizinan adalah salah 
satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan 
bersifat pengendalian yang dimiliki oleh 
Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan oleh masyarakat.9 

N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge, membagi 
pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu 
izin merupakan salah satu instrumen yang 
paling banyak digunakan dalam hukum 
administrasi. Pemerintah menggunakan izin 
sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan 
tingkah laku para warga. Izin ialah suatu 
persetujuan dari penguasa berdasarkan 
undang-undang atau peraturan pemerintah 
untuk dalam keadaan-keadaan tertentu 
menyimpang dari ketentuan-ketentuan 
larangan peraturan perundang-undangan. 
Dengan memberi izin, penguasa 
memperkenankan orang yang memohonnya 
untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu 
yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut 
perkenan bagi suatu tindakan yang demi 
kepentingan umum mengharuskan pengawasan 
khusus atasnya.Ini adalah paparan luas, dari 
pengertian izin.10 

 
7W.F Prins dan R. Kosim Adisapoetra, Pengantar Hukum 
Ilmu Administrasi Negara. Pradnya Paramita, Jakarta. 
1983. hlm. 73-74.   
8Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara. UII Press. 
Yogyakarta. 2003. hlm. 201-202. 
9Adrian Sutedi. Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan 
Publik. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. hlm. 167-168. 
10N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge, Pengantar Hukum 
Perizinan, (Penyunting) Philipus. M. Hadjon, Yuridika. 
Surabaya.  1993. hlm. 2-3.   
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Izin dalam arti sempit yakni pengikatan-
pengikatan pada suatu peraturan izin pada 
umumnya didasarkan pada keinginan pembuat 
undang-undang untuk mencapai suatu tatanan 
tertentu atau untuk menghalangi keadaan-
keadaan yang buruk. Hal yang pokok pada izin 
(dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan 
dilarang, terkecuali diperkenankan dengan 
tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang 
disangkutkan dengan perkenan dapat dengan 
teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap 
kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya 
memberi perkenan dalam keadaan-keadaan 
yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-
tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan 
cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-
ketentuan).11 

Sistem perizinan muncul karena tugas 
mengatur dari pemerintah, karena perizinan 
akan dibuat dalam bentuk peraturan yang 
harus dipatuhi masyarakat yang berisikan 
larangan dan perintah. Dengan demikian izin ini 
akan digunakan oleh penguasa sebagai 
instrumen untuk mempengaruhi hubungan 
dengan para warga agar mau mengikuti cara 
yang dianjurkannya, guna mencapai tujuan 
yang konkrit.12 Menurut Sjachran Basah, izin 
adalah perbuatan hukum administrasi negara 
bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan 
dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan 
prosedur sebagaimana ditetapkan oleh 
ketentuan peraturan perundang-undangan.13 

Perizinan ini merupakan upaya mengatur 
kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang 
menimbulkan gangguan pada kepentingan 
umum. Mekanisme perizinan yaitu melalui 
penerapan prosedur ketat dan ketentuan yang 
harus dipenuhi untuk menyelenggarakan suatu 
pemanfaatan lahan. Perizinan adalah salah satu 
bentuk pelaksanaan fungsi mengatur dan 
bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah, 
yaitu merupakan mekanismepengendalian 
administratif terhadap kegiatan yang dilakukan 
oleh masyarakat.14  

Kerusakan lingkungan yang dilakukan para 
pelaku terutama dalam usaha tambang tak 
dapat terelakkan lagi, hutan yang selama ini 
berfungsi sebagai penopang resapan air tak 

 
11 Ibid. 
12 N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, Op. Cit, hlm. 5.   
13Adrian Sutedi. Op.Cit. 2009. hlm. 170.   
14 Ibid. hlm. 173. 

dapat lagi berfungsi dengan baik, bongkaran 
tanah yang mencapai ratusan hektar tak dapat 
lagi berfungsi sebagaimana mestinya yang ada 
hanya kekeringan dan tandus akibat hilangnya 
kadar kesuburan tanah karena pembongkaran 
yang merupakan salah satu proses yang harus 
dilakukan dalam usaha penambangan 
khususnya.15 

Tindakan yang dilakukan para pelaku telah 
memenuhi syarat dan dapat diproses dengan 
ketentuan hukum yang berlaku karena telah 
dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana 
dan memenuhi unsur-unsur yang berhubungan 
dengan teori pertanggung jawaban dalam 
hukum pidana. Begitu juga jika dilihat dari 
sudut teori kesalahan para pelaku dapat dijerat 
dengan UU PPLH, karena para pelaku 
pencemaran atau perusakan lingkungan telah 
melakukan perbuatan pidana, mampu 
bertanggung jawab, dengan sengaja 
melakukan, tidak ada alasan pemaaf seperti 
apa yang tercantum dalam ketentuan 
perumusan tindak pidana lingkungan hidup.16 

Masalah penegakan hukum merupakan 
masalah universal. Tiap Negara mengalaminya 
masing-masing, dengan falsafah dan caranya 
sendiri-sendiri, berusaha mewujudkan tegaknya 
hukum di dalam masyarakat. Tindakan tegas 
dengan kekerasan, ketatnya penjagaan, 
hukuman berat, tidak selalu menjamin 
tegaknya hukum. Apabila masyarakat yang 
bersangkutan tidakmemahami hakekat hukum 
yang menjadi pedoman, maka hal itu akan 
menghambat hukum dan disiplin hukum.17  

Secara konsepsional, maka inti dan arti 
penegakan hukum terletak pada kegiatan 
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang 
terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang 
mantap dan mengejawantah dan sikap tindak 
sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, 
untuk menciptakan, memelihara, dan 
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 
Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis 
tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, 
sehingga akan tampak lebih konkret.18 

 
15 M. Nurdin. Op.Cit. hlm. 179. 
16 Ibid. hlm. 179. 
17Soedjono. Penegakan Hukum dalam Sistem Pertahanan 
Sipil, Karya Nusantara. Bandung. 1978, hlm.1. 
18Soerjono Soekanto. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 
Penegakkan Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007. 
hlm. 2. 
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Kegiatan penegakan hukum pertama-tama 
ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan 
kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam 
rangka usaha ini maka akan dimantapkan 
sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas 
antara instansi penegak hukum. Usaha 
menegakan hukum juga meliputi kegiatan 
meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada 
hukum dan penegak-penegaknya.19 

Norma hukum tidak bertentangan dengan 
rasa keadilan masyarakat dan martabat 
manusia. Norma hukum justru memungkinkan 
manusia mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, 
seperti kerukunan atau kebersamaan, 
solidaritas, kebabasan, perdamaian dan kasih 
sayang. Dengan demikian hukum yang baik 
harus tepat (secara format) dan pasti serta adil 
(secara materiil) sehingga bisa meweujudkan 
rasa keadilan, harmoni dan kebaikan umum 
yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Hukum 
yang baik adalah hukum yang benar dan adil 
sehingga memiliki keabsahan dalam mengikat 
mewajibkan dan dapat dipaksakan untuk 
dijalankan.20 Hukum yang baik mengondisikan 
pembuatan dan pelaksanaan aturan hukum 
sesuai dengan martabat manusia. Dengan 
mematuhi hukum yang baik, kebebasan 
seseorang tidak hilang dan karenanya 
martabatnya sebagai manusia pun tidak 
direndahkan, bahkan dengan menaati hukum 
yang baik, ia justru mewujudkan keluhuran 
martabatnya karena ia menyadari dan 
memahami apa yang ditaatinya. Dalam 
kepatuhan itu, ia bebas untuk memilih untuk 
menaati hukum demi pengaktualisasian 
martabatnya sebagai manusia dalam interaksi 
sosial dengan orang lain.21 

Pengaturan yang dibentuk oleh penguasa 
negara menimbulkan norma hukum. Kaidah 
tersebut berupa peraturan-peraturan dalam 
segala bentuk dan jenisnya. Di dalam 
kehidupan sehari-hari terbukti bahwa norma 
hukum mengikat setiap orang. Pelaksanaan 
norma hukum mengikat setiap orang. 
Pelaksanaan norma hukum dapat dipaksakan 
dan dipertahankan oleh negara. Dipertahankan 
dan dipaksakannya norma hukum oleh negara 
merupakan salah satu keistimewaan norma 

 
19 Ibid, hlm. 3. 
20Muhammad Nuh. Etika Profesi Hukum. CV. Pustaka 
Setia. Bandung.  2011. hlm. 199. 
21 Ibid. 

hukum dengan ancaman pidana (bagi hukum 
pidana), hukuman (bagi hukum perdata dan 
atau hukum dagang). Upaya mewujudkan 
pertahanan dan paksaan tersebut tidak 
mungkin dapat berjalan dengan sendirinya akan 
tetapi hal itu harus dilaksanakan oleh alat-alat 
kekuasaan negara. Pelaksanaan tersebut bukan 
berarti tindakan sewenang-wenang akan tetapi 
merupakan upaya agar peraturan tersebut 
ditaati dan terlaksana dengan sebaik-baiknya.22 

Apabila masyarakat dapat hidup damai, 
tenteram dan aman maka kehidupan mereka 
perlu diatur dengan sebaik-baiknya. Mengatur 
kehidupan masyarakat perlu kaidah-kaidah 
yang mengikat setiap anggota masyarakat agar 
tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran 
terhadap ketertiban umum. Dalam hal ini 
hukum pidana sangat besar artinya bagi 
kehidupan masyarakat, sebab hukum pidana 
adalah: hukum yang mengatur tentang 
kejahatan dan pelanggaran terhadap 
kepentingan umum dan perbuatan tersebut 
diancam dengan pidana yang merupakan suatu 
penderitaan.23 

 
B. Ganti Kerugian Dan Pemulihan Lingkungan 

Hidup Akibat Terjadinya Perusakan Dan 
Pencemaran 
Perbuatan melawan hukum di Indonesia 

secara normatif selalu merujuk pada ketentuan 
Pasal 1365 KUH Perdata. Rumusan norma 
dalam pasal ini unik tidak seperti ketentuan 
pasal lainnya. Perumusan norma Pasal 1365 
KUH Perdata lebih merupakan struktur norma 
daripada substansi ketentuan hukum yang 
sudah lengkap. Oleh karena itu, substansi 
ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata senantiasa 
memerlukan materialisasi di luar KUH Perdata. 
Dilihat dari dimensi waktu. Ketentuan ini akan 
“abadi” karena hanya merupakan struktur. 
Dengan kata lain seperti kiasan yang sudah kita 
kenal bahwa Pasal 1365 KUH Perdata ini “tak 
lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan”. 
Perbuatan melawan hukum 
(onrechtmatigedaad) sama dengan perbuatan 
melawan undang-undang (onwetmatigedaad). 
Perbuatan melawan hukum Indonesia yang 
berasal dari Eropa Kontinental diatur dalam 

 
22 Sudarsono. Pengantar Ilmu Hukum. PT. Rineka Cipta. 
Jakarta.  2007. hlm. 166. 
23 Ibid. hlm. 209. 



Lex Administratum, Vol. IX/No. 3/Apr/2021 

 

31 

Pasal 1365 KUH Perdata sampai dengan 1380 
KUH Perdata.24 

Pasal-Pasal tersebut mengatur bentuk 
tanggung jawab atas perbuatan melawan 
hukum yang terbagi atas:  

Pertama, tanggung jawab tidak hanya 
karena perbuatan melawan hukum yang 
dilakukan diri sendiri tetapi juga berkenaan 
dengan perbuatan melawan hukum orang lain 
dan barang-barang di bawah pengawasannya. 
Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata menyatakan: 
“seseorang tidak hanya bertanggung jawab 
untuk kerugian yang disebabkan karena 
perbuatannya sendiri tetapi juga disebabkan 
karena perbuatan orang-orang yang menjadi 
tanggungannya atau disebabkan oleh barang-
barang yang berada di bawah pengawasannya. 
Kedua, perbuatan melawan hukum terhadap 
tubuh dan jiwa manusia. Pasal 1370 KUH 
Perdata menyatakan bahwa dalam hal terjadi 
pembunuhan dengan sengaja atau kelalaiannya 
maka suami atau istri, anak, orang tua korban 
yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan 
korban, berhak untuk berhak untuk menuntut 
ganti rugi yang harus dinilai menurut keadaan 
dan kekayaan kedua belah pihak. Ketiga, 
perbuatan melawan hukum terhadap nama 
baik. Masalah penghinaan dalam Pasal 1372 
sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 
1372 menyatakan bahwa tuntutan terhadap 
penghinaan adalah bertujuan untuk mendapat 
ganti rugi dan pemulihan nama baik, sesuai 
dengan kedudukan dan keadaan para pihak.25  

Beberapa tuntutan yang dapat diajukan 
karena perbuatan melawan hukum ialah: 

1. ganti rugi dalam bentuk uang atas 
kerugian yang ditimbulkan; 

2. ganti rugi dalam bentuk natura atau 
dikembalikan dalam keadaan semula; 

3. pernyataan bahwa perbuatan yang 
dilakukan adalah melawan hukum; 

4. melarang dilakukannya perbuatan 
tertentu.26 

Penerapan Pasal 1365 KUH Perdata 
mengalami perubahan melalui putusan 
pengadilan dan undang-undang. Berbagai 
undang-undang telah secara khusus mengatur 

 
24Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.Cit, hlm. 85. 
25 Ibid, hlm. 56. 
26 Ibid. 

tentang ganti rugi karena perbuatan melawan 
hukum.27 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, mengatur mengenai Ganti 
Kerugian dan Pemulihan Lingkungan. Pasal 87 
ayat: 

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan yang melakukan perbuatan 
melanggar hukum berupa pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan hidup yang 
menimbulkan kerugian pada orang lain 
atau lingkungan hidup wajib membayar 
ganti rugi dan/atau melakukan tindakan 
tertentu.  

(2) Setiap orang yang melakukan 
pemindahtanganan, pengubahan sifat dan 
bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari 
suatu badan usaha yang melanggar hukum 
tidak melepaskan tanggung jawab hukum 
dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.  

(3) Pengadilan dapat menetapkan 
pembayaran uang paksa terhadap setiap 
hari keterlambatan atas pelaksanaan 
putusan pengadilan.  

(4) Besarnya uang paksa diputuskan 
berdasarkan peraturan perundang-
undangan.  

Penjelasan Pasal 87 ayat (1) Ketentuan 
dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang 
ada dalam hukum lingkungan hidup yang 
disebut asas pencemar membayar. Selain 
diharuskan membayar ganti rugi, pencemar 
dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula 
dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan 
hukum tertentu, misalnya perintah untuk:  
a. memasang atau memperbaiki unit 

pengolahan limbah sehingga limbah sesuai 
dengan baku mutu lingkungan hidup yang 
ditentukan;  

b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; 
dan/atau  

c. menghilangkan atau memusnahkan 
penyebab timbulnya pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup 
Ayat (3) Pembebanan pembayaran uang 

paksa atas setiap hari keterlambatan 
pelaksanaan perintah pengadilan untuk 
melaksanakan tindakan tertentu adalah demi 
pelestarian fungsi lingkungan hidup.  

 
27 Ibid. 
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Sanksi, sanctie, yaitu: akibat hukum bagi 
pelanggar ketentuan undang undang. Ada 
sanksi adminsitratif, ada sanksi perdata dan ada 
sanksi pidana.28 Pidana: “penderitaan yang 
sengaja dibebankan kepada orang yang 
melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-
syarat tertentu”.29  

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, mengatur mengenai 
Tanggung Jawab Mutlak Pasal 88. Setiap orang 
yang tindakannya, usahanya, dan/atau 
kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan 
dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang 
menimbulkan ancaman serius terhadap 
lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak 
atas kerugian yang terjadi tanpa perlu 
pembuktian unsur kesalahan.  

Penjelasan Pasal 88 Yang dimaksud dengan 
“bertanggung jawab mutlak” atau strict liability 
adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan 
oleh pihak penggugat sebagai dasar 
pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini 
merupakan lex specialis dalam gugatan tentang 
perbuatan melanggar hukum pada umumnya. 
Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan 
terhadap pencemar atau perusak lingkungan 
hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan 
sampai batas tertentu. Yang dimaksud dengan 
“sampai batas waktu tertentu” adalah jika 
menurut penetapan peraturan perundang-
undangan ditentukan keharusan asuransi bagi 
usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan 
atau telah tersedia dana lingkungan hidup.  

Konsep strict liability atau tanggung jawab 
mutlak pada hukum lingkungan yang termuat 
dalam Pasal 88 Undang-undang PPLH berbeda 
dengan sistem tanggung jawab pidana yang 
mengharuskan adanya kesengajaan atau 
kealpaan. Dalam sistem tanggung jawab pidana 
hanya dibutuhkan pengetahuan dan perbuatan 
dari terdakwa. Pada pelaksanaan tindakan, 
apabila si terdakwa mengetahui atau 
menyadari tentang potensi kerugian bagi pihak 
lain, maka keadaan ini cukup untuk menuntut 
pertanggungjawaban. Jadi, tidak diperlukan 
adanya unsur sengaja atau alpa dari terdakwa, 

 
28Andi Hamzah. Terminologi Hukum Pidana, (Editor) 
Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm. 
138. 
29Ibid, hlm. 392. 

namun semata-mata perbuatan yang telah 
mengakibatkan pencemaran.30 

Pelaksanaan prinsip strict liability  akan 
sangat memudahkan para penegak hukum 
untuk menjerat pelaku pencemar limbah B3, 
karena tidak perlu adanya pembuktian 
kesalahan namun secara langsung pelaku dapat 
dijerat dengan adanya tindakannya, usahanya, 
dan/atau kegiatannya menggunakan B3, 
dan/atau yang menimbulkan ancaman serius 
terhadap lingkungan.31 

Penegakan hukum lingkungan menurut 
Hamzah dikatakan bahwa penegakan hukum 
lingkungan menurut Nottie Handhaving 
Milieurecht ialah pengawasan dan penerapan 
atau ancaman, penggunaan instrument 
administratif, kepidanaan atau keperdataan 
dicapailah penataan ketentuan hukum dan 
peraturan yang berlaku umum dan individual. 
Pengawasan (controle) berarti pengawasan 
pemerintah untuk ditaatinya pemberian 
peraturan yang sejajar dengan penyidikan 
hukum pidana.32 Ada berbagai-bagai faktor 
penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. 
Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam 
pergaulan hidupnya sering terdapat 
penyimpangan terhadap norma-norma, 
terutama norma hukum.33 

Menurut hukum, setiap 
pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, 
yaitu hal yang menyebabkan timbulkan hak 
hukum seseorang untuk menuntut orang lain 
sekaligus berupa hal yang melahirkan 
kewajiban hukum orang lain itu untuk memberi 
pertanggungjawabannya. Secara umum prinsip-
prinsip tanggung jawab dalam hukum 
dibedakan sebagai berikut: 
1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur 

kesalahan (liability based fault); 
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung 

jawab (presumption of liability); 

 
30Galuh Wahyu Kumalasari. Op.Cit. hlm. 229 (Lihat Fredrik 
J. Pinakunary. Penerapan Tanggung Jawab Pidana Mutlak 
Pada Perkara Pencemaran Lingkungan. 2011. http://www. 
hukumonline.com/klinik/detail/lt4d089548aabe8/konsep-
dan-praktik-strict-liability-di-indonesia). 
31 Ibid. hlm. 229. 
32M. Nurdin. Op.Cit.hlm. 176 (Lihat Leden Marpaung, 
Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah 
Persepsinya, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.  
1997. hlm. 38 
33Ibid. hlm. 176 (Lihat Andi Hamzah, Hukum Pidana dan 
Acara Pidana, Ghalia Indonesia. Jakarta.1986, hlm 64).  
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3. Prinsip praduga untuk tidak selalu 
bertanggung jawab (presumption of non 
liability); 

4. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict 
liability); 

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan 
(limitation of liability).34 
Dalam hukum perdata dasar 

pertanggungjawaban itu ada dua macam, yaitu 
kesalahan dan resiko. Dengan demikian di kenal 
pertanggungjawaban atas dasar kesalahan 
(liability without based on fault) dan 
pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability 
without fault) yang dikenal dengan tanggung 
jawab risiko (risk liability) atau tanggung jawab 
mutlak (strict liability).35 

Prinsip dasar pertanggungjawaban atas 
dasar kesalahan mengandung arti, bahwa 
seseorang itu harus bertanggung jawab karena 
telah bersalah melakukan sesuatu yang 
merugikan orang lain. Sebaliknya dengan 
prinsip tanggung jawab risiko adalah sebagai 
dasar pertanggungjawaban, maka konsumen 
penggugat tidak diwajibkan lagi membuktikan 
kesalahan produsen tergugat, sebab menurut 
prinsip ini dasar pertanggungjawaban bukan 
lagi kesalahan melainkan produsen tergugat  
langsung bertanggung jawab sebagai risiko 
usahanya.36 

Istilah tanggung jawab dalam arti liability 
dapat diartikan sebagai tanggung gugat yang 
merupakan terjemahan dari aansprakelijkheid 
dan merupakan bentuk spesifik dari tanggung 
jawab hukum menurut hukum perdata. 
Tanggung gugat merujuk pada posisi seseorang 
atau badan hukum yang dipandang harus 
membayar suatu kompensasi atau ganti rugi 
setelah adanya peristiwa hukum.37 Tanggung 
jawab artinya menanggung segala sesuatu 
kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau 
perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan 
atas namanya. Dengan demikian apabila terjadi 

 
34Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, Perlindungan 
Hukum Bagi Pasien, Cetakan Pertama. PT. Prestasi 
Pustakaraya, Jakarta. 2010. hlm. 48-49. 
35 Ibid. hlm. 49. 
36 Ibid. 
37Peter Marzuki Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, 
Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008, hlm. 258. 

sesuatu dapat diajukan gugatan perdata di 
muka pengadilan oleh orang yang dirugikan.38  

Perbuatan melawan hukum di Indonesia 
secara normatif selalu merujuk pada ketentuan 
Pasal 1365 KUH Perdata. Rumusan norma 
dalam pasal ini unik tidak seperti ketentuan 
pasal lainnya. Perumusan norma Pasal 1365 
KUH Perdata lebih merupakan struktur norma 
daripada substansi ketentuan hukum yang 
sudah lengkap. Oleh karena itu, substansi 
ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata 
memerlukan materialisasi di luar KUH Perdata. 
Dilihat dari dimensi waktu. Ketentuan ini akan 
“abadi” karena hanya merupakan struktur. 
Dengan kata lain seperti kiasan yang sudah kita 
kenal bahwa Pasal 1365 KUH Perdata ini “tak 
lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan”. 
Perbuatan melawan hukum 
(onrechtmatigedaad) sama dengan perbuatan 
melawan undang-undang (onwetmatigedaad). 
Perbuatan melawan hukum Indonesia yang 
berasal dari Eropa Kontinental diatur dalam 
Pasal 1365 KUH Perdata sampai dengan 1380 
KUH Perdata.39 

Pasal-Pasal tersebut mengatur bentuk 
tanggung jawab atas perbuatan melawan 
hukum yang terbagi atas: Pertama, tanggung 
jawab tidak hanya karena perbuatan melawan 
hukum yang dilakukan diri sendiri tetapi juga 
berkenaan dengan perbuatan melawan hukum 
orang lain dan barang-barang di bawah 
pengawasannya. Pasal 1367 ayat (1) KUH 
Perdata menyatakan: “seseorang tidak hanya 
bertanggung jawab untuk kerugian yang 
disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi 
juga disebabkan karena perbuatan orang-orang 
yang menjadi tanggungannya atau disebabkan 
oleh barang-barang yang berada di bawah 
pengawasannya. Kedua, perbuatan melawan 
hukum terhadap tubuh dan jiwa manusia. Pasal 
1370 KUH Perdata menyatakan bahwa dalam 
hal terjadi pembunuhan dengan sengaja atau 
kelalaiannya maka suami atau istri, anak, orang 
tua korban yang lazimnya mendapat nafkah 
dari pekerjaan korban, berhak untuk berhak 
untuk menuntut ganti rugi yang harus dinilai 

 
38Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, Edisi Keempat. PT. Gramedia Pustaka Utama. 
Jakarta. 2008, hlm. 1398. 
39Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan 
Konsumen, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, 
hlm. 85. 
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menurut keadaan dan kekayaan kedua belah 
pihak. Ketiga, perbuatan melawan hukum 
terhadap nama baik. Masalah penghinaan 
dalam Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380 
KUH Perdata. Pasal 1372 menyatakan bahwa 
tuntutan terhadap penghinaan adalah 
bertujuan untuk mendapat ganti rugi dan 
pemulihan nama baik, sesuai dengan 
kedudukan dan keadaan para pihak.40  

Beberapa tuntutan yang dapat diajukan 
karena perbuatan melawan hukum ialah: 

1. Ganti rugi dalam bentuk uang atas 
kerugian yang ditimbulkan; 

2. Ganti rugi dalam bentuk natura atau 
dikembalikan dalam keadaan semula; 

3. Pernyataan bahwa perbuatan yang 
dilakukan adalah melawan hukum; 

4. Melarang dilakukannya perbuatan 
tertentu. 

Penerapan Pasal 1365 KUH Perdata 
mengalami perubahan melalui putusan 
pengadilan dan undang-undang. Berbagai 
undang-undang telah secara khusus mengatur 
tentang ganti rugi karena perbuatan melawan 
hukum.41 

Tanggung jawab pengelolaan lingkungan 
kepada pelaku bisnis merupakan bentuk 
perlindungan terhadap kelestarian lingkungan 
hidup. Konsep tanggung jawab pelaku usaha 
terhadap pengelolaan dan pelestarian 
lingkungan hidup termasuk di dalamnya dalam 
bentuk pengelolaan limbah B3 dapat dicermati 
dalam ketentuan KUH Perdata dan Undang-
Undang PPLH. Pasal 1365 KUHPerdata 
mengatur bahwa tiap perbuatan melanggar 
hukum yang membawa kerugian kepada orang 
lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian 
tersebut. Selanjutnya ketentuan Pasal 1366 
KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang 
bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian 
yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi 
juga untuk kerugian yang disebabkan karena 
kelalaiannya atau kurang hati-hatinya. Hal 
demikian dapat diberlakukan pula dalam 
hukum lingkungan dan sejalan dengan 
semangat yang Pasal 88 Undang-undang 
PPLH.42 

 
40 Ibid, hlm. 56. 
41 Ibid.  
42 Galuh Wahyu Kumalasari. Op.Cit.hlm. 228. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup mengatur mengenai Tenggat 
Kedaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan. Pasal 
89 ayat: 
(1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan 

gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang 
waktu sebagaimana diatur dalam 
ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata dan dihitung sejak diketahui 
adanya pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup.  

(2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa 
tidak berlaku terhadap pencemaran 
dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang 
diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan 
yang menggunakan dan/atau mengelola 
B3 serta menghasilkan dan/atau 
mengelola limbah B3.  

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup mengatur mengenai Hak 
Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 
Pasal 90 ayat: 
(1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah 

yang bertanggung jawab di bidang 
lingkungan hidup berwenang mengajukan 
gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu 
terhadap usaha dan/atau kegiatan yang 
menyebabkan pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup yang 
mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian 
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Menteri.  

Penjelasan Pasal 90 ayat (1) Yang dimaksud 
dengan “kerugian lingkungan hidup” adalah 
kerugian yang timbul akibat pencemaran 
dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang 
bukan merupakan hak milik privat. Tindakan 
tertentu merupakan tindakan pencegahan dan 
penanggulangan pencemaran dan/atau 
kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan 
hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau 
terulangnya dampak negatif terhadap 
lingkungan hidup.  

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup mengatur mengenai Hak 
Gugat Masyarakat. Pasal 91 ayat: 
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(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan 
perwakilan kelompok untuk kepentingan 
dirinya sendiri dan/atau untuk 
kepentingan masyarakat apabila 
mengalami kerugian akibat pencemaran 
dan/atau kerusakan lingkungan hidup.  

(2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat 
kesamaan fakta atau peristiwa, dasar 
hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil 
kelompok dan anggota kelompoknya.  

(3) Ketentuan mengenai hak gugat 
masyarakat dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup mengatur mengenai Hak 
Gugat Organisasi Lingkungan Hidup. Pasal 92 
ayat: 
(1)  Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup, organisasi lingkungan hidup berhak 
mengajukan gugatan untuk kepentingan 
pelestarian fungsi lingkungan hidup.  

(2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada 
tuntutan untuk melakukan tindakan 
tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, 
kecuali biaya atau pengeluaran riil.  

 (3) Organisasi lingkungan hidup dapat 
mengajukan gugatan apabila memenuhi 
persyaratan:  
a. berbentuk badan hukum;  
b. menegaskan di dalam anggaran 

dasarnya bahwa organisasi tersebut 
didirikan untuk kepentingan pelestarian 
fungsi lingkungan hidup; dan  

c. telah melaksanakan kegiatan nyata 
sesuai dengan anggaran dasarnya 
paling singkat 2 (dua) tahun.  

Dalam hubungannya dengan penyelesaian 
ganti kerugian sebagai tanggung jawab 
ketentuan yang lazim dipakai sebagaimana 
tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata, yaitu Pasal 1243 dan Pasal 1365.43 
Pasal 1243 menyatakan sebagai berikut: 
“penggantian biaya rugi dan bunga karena tak 
dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai 
diwajibkan, apabila, si berutang, setelah 
dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap 
melalaikannya atau jika sesuatu yang harus 

 
43Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, 
Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapanbelas, Gajah Mada 
University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 410-411. 

diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan 
atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah 
dilampaukannya.44 Pasal 1365 berbunyi: “Tiap 
perbuatan melanggar hukum yang membawa 
kerugian kepada seorang lain, mewajibkan 
orang yang karena salahnya menerbitkan 
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.45  

Prinsip yang digunakan dalam kedua pasal 
tersebut, adalah liability based on fault dengan 
beban pembuktian yang memberatkan 
penderita. Ia baru akan memperoleh ganti 
kerugian apabila ia berhasil mebuktikan adanya 
unsur kesalahan pada pihak tergugat. 
Kesalahan ini merupakan unsur yang 
menentukan pertanggungjawaban yang berarti 
bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada 
kewajiban memberi ganti kerugian. Dalam hal 
menuntut ganti kerugian berhubungan dengan 
penderitaan akibat perusakan dan/atau 
pencemaran. Pasal yang dapat digunakan 
adalah Pasal 1365 KUH Perdata.46 

Dalam kaitan dengan pembuktian yang 
dikemukakan Pasal 1365 KUH Perdata yang 
menyatakan bahwa barangsiapa mengajukan 
peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan 
sesuatu hak, diwajibkan membuktikan 
peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa 
mengajukan peristiwa-peristiwa hak orang lain, 
diwajibkan juga membuktikan peristiwa-
peristiwa guna pertahanan hak orang lain, 
diwajibkan juga membuktikan peristiwa-
peristiwa itu.47 Menurut hukum setiap 
pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, 
yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak 
hukum seorang untuk menuntut orang lain 
sekaligus berupa hak yang melahirkan 
kewajiban hukum orang lain untuk memberi 
pertanggungjawabannya. Secara umum prinsip-
prinsip tanggung jawab dalam hukum 
dibedakan sebagai berikut:48 
1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur 

kesalahan (liability based on fault); 
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung 

jawab (presumption of liability); 

 
44R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, Bugerlijk Wetboek Dengan Tambahan 
Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang 
Perkawinan, Cetakan 32, Edis Revisi, Pradnya Paramita, 
Jakarta, 2002, hlm. 324. 
45 Ibid. hlm. 346. 
46Koesnadi Hardjasoemantri, Op.Cit. hlm. 411. 
47 Ibid, hlm. 411. 
48Titik Triwulan Tutik, dan Shita Febriana, Op.Cit, hlm. 49. 
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3. Prinsip praduga untuk tidak selalu 
bertanggung jawab (presumption of non 
liability); 

4. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict 
liability); 

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan 
(limitation of liability). 

  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 

1. Pemulihan lingkungan hidup akibat 
terjadinya perusakan dan pencemaran 
dilakukan melalui pelaksanaan kewajiban 
bagi pihak yang melakukan pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan hidup 
wajib melakukan pemulihan fungsi 
lingkungan hidup. Pemulihan fungsi 
lingkungan hidup dilakukan dengan 
tahapan: penghentian sumber 
pencemaran dan pembersihan unsur 
pencemar, remediasi, rehabilitasi, 
restorasi; dan/atau cara lain yang sesuai 
dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

2. Ganti kerugian dan pemulihan 
lingkungan hidup akibat terjadinya 
perusakan dan pencemaran dilakukan 
oleh penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan yang melakukan perbuatan 
melanggar hukum berupa pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan hidup 
yang menimbulkan kerugian pada orang 
lain atau lingkungan hidup wajib 
membayar ganti rugi dan/atau 
melakukan tindakan tertentu. 

 
B. Saran 

1. Pemulihan lingkungan hidup akibat 
terjadinya perusakan dan pencemaran 
mewajibkan pemegang izin menyediakan 
dana penjaminan untuk pemulihan fungsi 
lingkungan hidup. Dana penjaminan 
disimpan di bank pemerintah yang 
ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya.  Menteri, gubernur, 
atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya dapat menetapkan 
pihak ketiga untuk melakukan pemulihan 
fungsi lingkungan hidup dengan 
menggunakandana penjaminan.  

2. Pelaksanaan ganti kerugian dan 
pemulihan lingkungan hidup akibat 
terjadinya perusakan dan pencemaran 
merupakan realisasi asas yang ada dalam 
hukum lingkungan hidup yang disebut 
asas pencemar membayar. Oleh karena 
itu pihak pencemar harus membayar 
ganti rugi, pencemar dan/atau perusak 
lingkungan hidup dapat pula dibebani 
oleh hakim untuk melakukan tindakan 
hukum tertentu, misalnya perintah 
untuk: memasang atau memperbaiki unit 
pengolahan limbah sehingga limbah 
sesuai dengan baku mutu lingkungan 
hidup yang ditentukan, memulihkan 
fungsi lingkungan hidup; dan/atau 
menghilangkan atau memusnahkan 
penyebab timbulnya pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan hidup. 
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